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ABSTRAK 

 

 Penelitian yang berjudul “Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan  Perkara Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana” bertujuan pertama mengetahui dan/atau lebih memahami 

mengenai konsep dan bentuk dari kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, 

khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak 

pidana didalamnya.  Kedua untuk mengetahui, batas-batas diskresi yang dimiliki oleh 

penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum (Law Enforcement), khususnya terkait 

dengan penegakan hukum dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak 

pidana. 

 

 Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian 

Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan 

perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Penyidik ketika menangani 

perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak harus selalu 

menyelesaikannya melalui proses peradilan pidana, karena berdasarkan ketentuan yang ada 

didalam UU Sistem Peradilan Anak penyidik wajib terlebih dahulu menggunakan alternatif 

penyelesaian sengketa (Alternatve Dispute Resolution), melalui pendekatan keadilan 

restoratif dengan menerapkan diversi (Vide pasal 5 ayat (1), (3) dan pasal 7 ayat (1)  UU 

Sistem Peradilan Anak). Selain itu, penyidik ketika menangani perkara pidana anak 

berdasarkan penilaiannya dapat mengambilkan tindakan lain dengan tetap 

mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. 

Kedua : Batasan yang dimiliki penyidik dalam hal menggunakan diskresi yang dimilikinya 

sebenarnya secara implisit telah diberikan dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UU 

POLRI yakni didasarkan pada asas kepentingan umum yang merupakan bagian daripada asas 

umum pemerintahan yang baik. Mengingat Diskresi merupakan bagian  daripada 

kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, maka sudah sepatutnya dalam penggunaan 

diskresi tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.Selain itu, penyidik 

juga wajib untuk memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dan kode etik profesi 

kepolisian negara Republik Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

 The study entitled "Limitation of Buffer Discretion in Case Handling as a Criminal 

Actor" first discusses and / or further discusses the concepts and forms of authority and 

discretion demanded by investigators, which are related to questionable assistance that is asked 

in connection with related needs. Second, to find out, the limits of discretion held by 

investigators in terms of carrying out law enforcement, specifically related to law enforcement in 

cases involving children as parties who commit criminal acts. 

 The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method 

which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the 

material discussed. 

 Based on the results of the study it can be concluded first: Investigators when handling 

cases involving children as perpetrators of crime, do not have to always solve them through the 

criminal justice process, because based on the provisions contained in the Juvenile Justice 

System Act, investigators must first use alternative dispute resolution (Alternatve Dispute 

Resolution ), through a restorative justice approach by applying diversion (Vide article 5 

paragraph (1), (3) and article 7 paragraph (1) of the Juvenile Justice System Law). In addition, 

investigators when handling child criminal cases based on their judgment can take other actions 

while still considering the provisions of the laws and regulations and the police code of ethics. 

Second: The limitations in investigators have in terms of using their discretion have actually 

been implicitly given in the provisions of Article 18 paragraph (1) and (2) of the POLRI Law, 

which is based on the principle of public interest. In addition, investigators are also obliged to 

pay attention to the legal principles contained in the Juvenile Justice System Law and the 

professional code of ethics for the state police of the Republic of Indonesia. 
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